

















ABSTRAK.  Permasalahan utama dari Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (studi Kasus di Kecamatan Langensari) adalah masih belum  adanya fasilitas pendukung kawasan agropolitan (pasar argo,  terminal agro, dan pusat informasi agro) sebagaimana tercantum dalam visi Kota Banjar sebagai Banjar Agropolitan,  selain itu masih adanya alih fungsi lahan dari lahan pertanian beririgasi ke lahan terbangun dan  masalah sanitasi penduduk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan alasan secara epistemologis pendekatan kualitatif ini relevan dengan karakteristik masalah spesifik yang diteliti (ontology),yaitu pengungkapan makna secara mendalam atas realitas fenomena sosial, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar sudah baik namun belum optimal, ini  ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar. Faktor pendukung optimalisasi implementasi kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar adalah adanya kebijakan penataan ruang (berbentuk peratudan daerah), frekuensi sosialisasi kebijakan penataan ruang  yang relatif tinggi, adanya koordinasi yang baik  antara OPD yang berkaitan implementasi kebijakan penataan ruang. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar adalah berupa adanya  Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Langensari, Kawasan Rawan Sanitasi, dan dinamisasi Masyarakat dalam kelembagaan. Strategi yang perlu dilakukan untuk meng-optimalkan Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar antara lain: Strategi pengembangan struktur birokasi, Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional, dan strategi  peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata.





Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 – 2033 merupakan tindak lanjut di terbitkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang mewajibkan setiap Provinsi, Kabupaten/Kota  untuk mereview dokumen penataan ruangnya berdasarkan tahapan hirarkinya. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 - 2033, tercantum Kebijakan penataan Ruang  tentang Rencana Struktur dan Pola Ruang Kota Banjar. Substansi kebijakan rencana struktur ruang tersebut memuat tentang Sistem Pusat Pelayanan Kota, dimana menyebutkan bahwa Kecaman Langensari dijadikan sebagai Kawasan Sub Pusat Pelayanan, Kawasan Strategis Kota dan Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat.
Tujuan penataan ruang Kota Banjar seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut adalah mewujudkan tata ruang Kota Banjar sebagai Pusat Pelayanan Agrobisnis di Priangan Timur yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
Pusat  agrobisnis di Priangan Timur yang dimaksud berupa penyediaan lokasi pemasaran dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Pembangunan  berwawasan lingkungan dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah  kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan. 
Penyediaan lokasi pemasaran dan fasilitas pendukung untuk merealisasikan tujuan tersebut, secara fisik belum terlaksana secara optimal. Hal ini dapat ditunjukkan dengan belum terwujudnya pasar agro yang secara khusus untuk memfasilitasi terwujudnya Pusat Agrobisnis di Kota Banjar. Permasalahan lain yang berkaitan dengan penataan ruang belum tersediannya sub terminal Agro di Kota Banjar terutama di Kecamatan Langensari yang memiliki komunitas khusus agro, salah satunya pepaya calina (california). Alih fungsi lahan dari lahan irigasi teknis ke lahan terbangun juga merupakan salah satu fenomena menarik yang terjadi di Kota Banjar.
Berdasarkan pengamatan sementara peneliti, persoalan utama dalam penataan ruang di  Kota Banjar adalah terjadinya alih fungsi lahan dari lahan produktif (pertanian berigasi) ke lahan terbangun dan belum optimalnya visi Kota  Banjar sebagai Agropolitan Termaju di Priangan Timur.
Permasalahan tersebut diduga disebabkan adanya kebijakan Penataan Ruang yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar belum diimplementasikan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur di Kecamatan Langensari.
Rencana umum tata ruang kabupaten/kota adalah penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kabupaten/kota yang sesuai dengan fungsi dan peranannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : mengkaji Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari, mengidentifikasi Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari dan memformulasikan Strategi yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari.
Kajian Pustaka
Kajian pustaka merupakan kaji an secara luas mengenai konsep dan kajian hasil penelitian sebelumnya yang digunakan dalam mendukung penelitian yang dilakukan dengan pembahasan variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini. Beberapa hasil penelitan yang mengkaji dimensi, aspek, faktor dan unsur dari kualitas pelayanan publik secara luas dikemukakan dalam bahasan di bawah ini: 
1.	 Lingkup Administrasi Publik
Pengertian administrasi dikemukakan oleh Robbins dalam Sugandha (1995:6) yang mengatakan bahwa "Administrasi adalah proses universal yang berupa menyelesaikan kegiatan-kegiatan secara berdaya guna bersama dan melalui orang lain". Pengertian tersebut secara umum menggambarkan bahwa administrasi merupakan suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama-sama agar mendapatkan manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut. Lain halnya dengan pengertian administrasi oleh Simon dalam Sugandha (1995:7) yang mengatakan bahwa "Dalam pengertian yang paling umum administrasi didefinisikan sebagai kegiatan kelompok-kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan".
Perkembangan administrasi publik mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan kehidupan dan perkembangan kemajuan masyarakat yang dibarengi dengan perubahan paradigma berpikir. Administrasi publik (public administration) yang lebih dikenal di Indonesia dengan istilah administrasi negara, selanjutnya dalam tulisan ini akan disebut administrasi publik, merupakan salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan. Administrasi publik merupakan salah satu bagian dari ilmu administrasi yang erat kaitannya dengan proses politik, terutama kaitannya dengan perumusan berbagai kebijakan negara, sehingga administrasi publik itu sudah dikenal sesuai dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. 

2 Lingkup Kebijakan Publik
Kebijakan publik didefinisikan secara beragam oleh para ahli, literatur mengenai kebijakan publik telah banyak menyajikan berbagai definisi kebijakan publik, baik dalam arti luas maupun sempit. Dye memberikan definisi kebijakan secara luas, sebagaimana yang dikemukakan Dye dalam Wahab (2001:4) menyatakan bahwa "Kebijakan publik adalah pilihan tindakan apapun yang dilakukan atau tidak ingin dilakukan oleh pemerintah". Menurut pengertian tersebut  kebijakan dapat dimaknai dua hal penting, yaitu pertama, bahwa kebijakan haruslah dilakukan oleh pemerintah, dan kedua, kebijakan tersebut mengandung pilihan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka tentunya  ada tujuan yang ingin dicapai karena kebijakan publik merupakan tindakan yang dilakukan pemerintah.
3.  Implementasi Kebijakan 
Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan - tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan – pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. 
Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi  kebijakan merupakan salah satu aspek penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan publik. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, namun baru beberapa dasa warsa terakhir saja para ahli sosial menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses kebijakan.
Van Meter dan Van Horn (1975) lihat Abdul Wahab (1997) merumuskan proses implementasi ini sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). 
4. Model-Model Implementasi Kebijakan
Tahapan dalam implementasi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik diantaranya: 
a.	Van Meter dan Van Horn 
Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975) dalam Nugroho (2011, h.627), Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan seara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik, ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik adalah sebagai berikut: 
1). Ukuran dan Tujuan Kebijakan 
2). Sumberdaya 
3). Karakteristik Agen Pelaksana 
4). Sikap/Kecenderungan (Dispositon) para pelaksana 
5). Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivoitas Pelaksana 
6). Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik 
7). Kaitan antara komponen-komponen model

b.	Model Mazmanian dan Sabatier
Model yang dikembangkan Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Model Mazmanian dan Sabatier disebut Model Kerangka Analisis Implementasi (a framework for implementation analysis). 
Mazmanian-Sabatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel, yaitu:
1)	Variabel Independen
Mudah-tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki
2)	Variabel Intervening
Diartikan sebagai kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana yang memiliki keterbukaan kepada pihak luar, variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publi, sikap dan risorsis konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.
3)	Variabel Dependen
Yaitu tahapan dalam proses implementasi kebijakan publik dengan lima tahapan, yang terdiri dari: pertama, pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana. Kedua, kepatuhan objek. Ketiga, hasil nyata. Ke-empat, penerimaan atas hasil nyata. Terakhir, kelima, tahapan yang mengarah pada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan, baik sebagian maupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar. 

c.	Model Hogwood dan Gunn
Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (1978), untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna, maka diperlukan beberapa persayaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah:
1)	Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. 
2)	Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi. 
3)	Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. 
4)	Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. 
5)	Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. 
6)	Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. 
7)	Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenahi kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. 
8)	Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-uruan yangbtepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. 
9)	Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. 

d.	Model Grindle
Model Implementasi Kebijakan Publik yang dikemukakan Grindle (1980:7) menuturkan bahwa Keberhasilan proses implementasi kebijakan sampai kepada tercapainya hasil tergantung kepada kegiatan program yang telah dirancang dan pembiayaan cukup, selain dipengaruhi oleh Content of Policy (isi kebijakan) dan Contex of Implementation (konteks implementasinya). 
Isi kebijakan yang dimaksud meliputi:
1)	Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan (interest affected). 
2)	Jenis manfaat yang dihasilkan (tipe of benefit). 
3)	Derajat perubahan yang diinginkan (extent of change envisioned). 
4)	Kedudukan pembuat kebijakan (site of decision making). 
5)	Para pelaksana program (program implementators). 
6)	Sumber daya yang dikerahkan (Resources commited).

Sedangkan konteks implementasi yang dimaksud: 
1)	Kekuasaan (power). 
2)	Kepentingan strategi aktor yang terlibat (interest strategies of actors involved).
3)	Karakteristik lembaga dan penguasa (institution and regime characteristics). 
4)	Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana (compliance and responsiveness).

e.	Model Elmore, dkk
model yang disusun Richard Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O’Porter (1981). Model ini dimulai dari mengidentifikasikan jaringan aktor yang terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). 
f.	George C. Edward III 
Edward melihat bahwa implementasi kebijakan sebagai sesuatu yang dinamis, terdapat banyak variabel yang saling berinteraksi dan mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan. Dimana variabel-variabel tersebut perlu dilihat untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel-variabel yang ada terhadap implementasi. 
Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Dalam pendekatan George Edwart III menyebutkan ada empat variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana dikutip oleh Agustino (2014;149) yaitu: 
1). Komunikasi 
2). Sumber daya 




5. Lingkup Penataan Ruang  
Menurut  D.A.Tisnaamidjaja (2006), yang dimaksud dengan pengertian ruang adalah “wujud fisik wilayah dalam dimensi geografis dan geometris yang merupakan wadah bagi manusia dalam melaksanakan kegiatan kehidupannya dalam suatu kualitas hidup yang layak”.
Ruang sebagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga sebagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuhan kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang serasi dan seimbang.
Mochtar Koesoemaatmadja mengonstatir bahwa tujuan pokok penerapan hukum apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban (order). Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban ini, merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat teratur: di samping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya. 
Upaya pelaksanaan perencanaan penataan ruang yang bijaksana adalah kunci dalam pelaksanaan tata ruang agar tidak merusak lingkungan hidup, dalam konteks penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut Juniarso Ridwan ”melekat di dalam kewajiban negara untuk melindungi, melestarikan dan memulihkan lingkungan hidup secara utuh. Artinya, aktivitas pembangunan yang dihasilkan dari perencanaan tata ruang pada umumnya bernuansa pemanfaatan sumber daya alam tanpa merusak lingkungan.
Menurut Herman Hermit (2008:68), (​https:​/​​/​intanghina.wordpress.com​/​2008​/​12​/​17​/​tinjauan-teori-penataan-ruang-dan-kebijakan-penataan-ruang-terhadap-lingkungan-hidup​/​" \l "_ftn7​)  ”sebagaimana asas hukum yang paling utama yaitu keadilan, maka arah dan kerangka pemikiran serta pendekatan-pendekatan dalam pengaturan (substansi peraturan perundang-undangan) apa pun, termasuk UU Penataan Ruang, wajib dijiwai oleh asas keadilan”.
6.  Peran dan Fungsi Penataan Ruang
Di Indonesia, Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai produk perencanaan tata ruang mempunyai fungsi diantaranya (i) acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (ii) acuan dalam pemanfaatan/ pengembangan wilayah; (iii) acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah; (iv) acuan lokasi investasi dalam wilayah yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta; (v) pedoman penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah; (vi) dasar pengendalian pemanfaatan ruang yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi; (vii) acuan dalam administrasi pertanahan. 
7.  Tujuan Perencanaan Tata Ruang  
Secara umum, tujuan perencanaan tata ruang adalah (i) menggapai visi masa depan dari sebuah wilayah atau lokasi berdasar kondisi saat ini, kearifan lokal, dan keinginan masyarakat; (ii) menerjemahkan visi menjadi seperangkat kebijakan, prioritas, program dan alokasi lahan dengan memanfaatkan sumberdaya sektor publik untuk mewujudkannya; (iii) menciptakan kerangka kerja investasi swasta yang meningkatkan perekonomian, lingkungan, dan kesejahteraan sosial dari suatu daerah. 
8.  Sasaran Perencanaan Tata Ruang
 Sasaran utama perencanaan tata ruang adalah memastikan pemanfaatan sumberdaya lahan direncanakan dan diimplementasikan secara baik untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan masa depan. Secara implisit, pemanfaatan sumberdaya lahan ini berkelanjutan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosial.  Perencanaan tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang terdiri dari perencanaan,  pemanfaatan dan pengendalian (UU No. 26 Tahun 2007). 




Metode penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penggunaan metode semacam ini didasarkan pada pertimbangan bahwa metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan mengkaji secara kualitatif, bagaimana persepsi atau pandangan aparat dan masyarakat terhadap Implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, Studi Kasus di Kecamatan Langensari. Seluruh data diperoleh langsung dari informan di lapangan dengan menggunakan wawancara dan  obsevasi.
Pendekatan  deskriptif-kualitatif  dijelaskan  juga dalam  analisis  Miles  dan  Hubermen,  tak  mampu  menjelaskan  makna sebagaimana   yang   dimaksudkan   pada   kualitatif-verifikatif   dan grounded   research. Deskriptif-kualitatif   hanya   mendeskripsikan   hubungan-hubungan   antara   variabel   satu dengan  yang lainnya  bedasarkan  hubungan  model, table,  metric, situs  dan  sebagainya, tanpa  harus  menjelaskan  makna  yang  terjadi  pada  hubungan hubungan  itu  atau  makna dibalik fenomena data tersebut. Pertanyaannya  apakah  format  deskriptif -kualitatif,  tidak  memiliki  keadaan  yang bisa diandalkan sebagai salah satu model strategi penelitian maupun strategi analisis data?  Sering  kali  juga  format  deskriptif-kualitatif  inilah  yang  disalahtafsirkan  oleh  peneliti pemula,  bahwa  dengan  melihat  format  ini,  mereka  berkesimpulan  penelitian  kualitatif  itu adalah  kuantitatif  minus  statistik.  Jawaban  terhadap  pertanyaan  di  atas  adalah  semua keandalan  penelitian  kualitatif  terletak  pada  peneliti  sendiri.
Ada beberapa pertimbangan yang menjadi landasan, mengapa penulis kemudian memilih pendekatan yang sifatnya kualitatif dalam penelitian ini, antara lain: pertama, secara epistemologis pendekatan kualitatif ini cocok dan relevan dengan karakteristik masalah spesifik yang diteliti (ontology), yaitu pengungkapan makna secara mendalam atas realitas fenomena sosial, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Penataan Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar terhadap Pembangunan infrastruktur di Kecamatan Langensari, melalui pendekatan yang sifatnya kualitatif diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. Kedua, melalui proses ini juga diharapkan muncul proposisi hipotetik baru melalui interpretasi interaksi antara atribut dan propretise yang selanjutnya digunakan untuk membangun kategori dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Dengan demikian, aktivitas penelitian ini dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan data tentang situasi yang dialami, hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan. Ketiga, melalui desain ini dapat diperoleh gambaran fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomena tentang implementasi kebijakan penataan ruang, sehingga diperoleh sebuah model kebijakan publik yang berkualitas. Meningkatnya kualitas kebijakan publik diharapkan dapat memuaskan pengguna pelayanan (masyarakat), yang dalam konteks penelitian ini difokuskan pada pembangunan infrastruktur di Langensari. Dengan perkataan lain, pendekatan kualitatif juga menekankan kepada permasalahan apa adanya (das sein) dengan kenyataan yang ada di lapangan melalui kata-kata lisan maupun tertulis dari orang dan perilaku yang diamati. 

Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1.	Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar.
a. Komunikasi
Faktor komunikasi sangat berpengaruh terhadap penerimaan kebijakan oleh kelompok sasaran, sehingga kualitas komunikasi akan mempengaruhi dalam mencapai efektivitas implementasi kebijakan publik. Dengan demikian, penyebaran isi kebijakan melalui proses komunikasi yang baik akan mempengaruhi terhadap implementasi kebijakan. Dalam hal ini, media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan isi kebijakan kepada kelompok sasaran akan sangat berperan.
Berdasarkan hasil penelitian di atas, komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik.
Berdasarkan hasil teori di atas,  maka suatu kebijakan semakin sering di-komunikasikan, kebijakan penataan ruang  akan semakin mudah untuk diimplementasikan dengan catatan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan norma dan kehendak dari berbagai lapisan masyarakat. 
Dari semua hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kota Banjar,  Kepala pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar, Camat di Kecamatan Langensari, Tokoh masyarakat/masyarakat di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Kota Banjar yang terkait langsung dengan perumusan kebijakan publik di Kota Banjar  menunjukkan bahwa semua responden yang diwawancara sepakat menyatakan bahwa Pemerintah Kota Banjar sudah memiliki kebijakan yang berkaitan dengan  Penataan Ruang di Kota Banjar yang ditunjukkan dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 – 2033. 

Secara teoritik Implementasi kebijakan merupakan tindakan - tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. 

b. Sumber Daya
Sumberdaya manusia yang tidak memadahi (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.
Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenahi bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.
Sumberdaya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan/mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor.
Perbandingan antara  hasil penelitian dengan instrumen penelitian yang berkaitan dengan Sumber Daya menunjukkan bahwa dukungan kombinasi sumberdaya yang cukup dalam setiap tahapan implementasi kebijakan akan menentukan berhasil atau sukses  tidaknya implementasi kebijakan tersedut, sedangkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya terutama berkaitan dengan penataan ruang di Kota Banjar sudah memadai dan mendukung  terlaksanannya implementasi kebijakan tersebut. 
Dari semua hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Kepala pada Dinas Cipta Karya, Kebersihan, Tata Ruang, dan Lingkungan Hidup Kota Banjar,  Kepala pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjar, Camat di Kecamatan Langensari, Tokoh masyarakat/masyarakat di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari, Ketua Komisi III Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD)  Kota Banjar yang terkait Sumber daya pendukung dalam optimalisasi kebijakan penataan ruang  di Kota Banjar  (Studi Kasus Kecamatan Langensari) menunjukkan bahwa Sumber Daya sudah tersedia dan harus dioptimalkan dengan seefektif dan seefisien mungkin, anggaran yang tersedia untuk mendukung Kebijakan Penataan Ruang di optimalkan sebaik mungkin dan diharapkan adanya peningkatan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan aparatur perencanaan tata ruang di Kota Banjar, sedangkan fasilitas pendukung untuk implemenentasi Kebijakan Penataan Ruang diharapkan adanya optimalisasi yang telah tersedia sambil melengkapi yang masih dianggap berkurang.
c. Disposisi Atau Sikap
Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implemetor setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.
Menurut peneliti, bahwa dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, demiukian pula penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program. Sedangkan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan apa yang direncanakan pada awal penyusunan kebijakan, tetapi sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang harus segera ditindaklajuti secara serius. 
Menurut peneliti bahwa adanya korelasi yang kuat  antara teori yang dikemukakan oleh Menurut Edward III dalam Wianrno (2005:142-143) yang mengemukakan bahwa ”kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif”. Dengan kenyataan yang  mempunyai kecenderungan atau sikap positif dalam implementasi kebijakan.
Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.
 
d. Struktur Birokrasi
Membahas  badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 
Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu.
Menurut peneliti, ada korelasi yang positif  seperti apa yang dikemukakan oleh Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2005:152) dengan prinsip-prinsip implementasi kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, yang mengatakan bahwa  ”SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi”, 
”Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini
2.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus Kecamatan Langensari)

a. Faktor Pendukung
Faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar khususnya di Kecamatan Langensari berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :
1.	Terbitnya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013 – 2033 menjadi faktor utama pendukung implementasi kebijakan  tersebut.
Dalam substansinya Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar memuat tentang  kebijakan-kebijakan yang fokus pada bidang penataan ruang sampai dengan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
2.	Intensitas yang tinggi dalam mensosialisasikan kebijakan penataan ruang menjadi salah satu pendukung implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar. Sosialisasi yang sering dilakukan oleh dinas teknis ataupun Bappeda dilakukan pada kegiatan rapat-rapat baik dengan OPD lainnya ataupun dengan aparatur Kecamatan. Kelurahan, Desa dan masyarakat Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari.
3.	Peran Implementator dalam pelaksanaan kebijakan penataan ruang di Kota Banjar menjadi kunci utama keberhasilan dari implementasi kebijakan penataan ruang,  
Membandingkan antara  teori dengan kenyataan di lapangan,  menurut  Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Hom, faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu:
(a)   Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan
Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan.
(b)   Sumber-sumber kebijakan
Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.
(c)  Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan.
Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketetapan komunikasi antar para pelaksana.
(d)  Karakteristik badan-badan pelaksana
Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.
(e)  Kondisi ekonomi, social dan politik
Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badan-badan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan.
(f)   Kecenderungan para pelaksana (implementers).
Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan. (Budi Winarno, 2002: 110). Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada dilingkungannya. 

b.  Faktor Penghambat 
Selain faktor-faktor pendukung dari suatu implementasi kebijakan, faktor penghambat akan selalu ada, di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari, faktor-faktor penghambat tersebut antara lain :
1.	Alih Fungsi Lahan
2.	Kawasan Rawan Sanitasi 
3.	Dinamisasi Masyarakat dalam kelembagaan






3.	Strategi Yang Perlu Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar Khususnya di Kecamatan Langensari

a.	Strategi Pengembangan Struktur Birokasi
Struktur yang dimaksud bukan hanya merujuk pada pengertian organisasi di Kecamatan Langensari, tetapi menyangkut pengertian kelembagaan yang lebih luas. Dalam konsep kelembagaan berhubungan implementasi kebijakannya. Pada strategi  pengembangan struktur birokrasi ini, Dinas yang berkaitan dengan Implementasi kebijakan agar lebih mengedepankan kepentingan Kota Banjar, tanpa adanya meng-kotak – kotakan kebijakan berdasar misi dan visi  organisasi yang bersangkutan 

b.	Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan berskala regional

Berdasarkan kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, pemantapan pusat pelayanan kegiatan akan memperkuat kegiatan dalam skala regional, dengan cara :
a)	menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang;
b)	mengembangkan pusat pelayanan agrobisnis di priangan timur; dan
c)	mengembangkan  kawasan pusat kegiatan perdagangan dan jasa  skala regional.

c.	 Strategi  peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota yang terpadu dan merata

Upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana kota secara terpadu dan merata dalam mendukung implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar, khususnya di Kecamatan Langensari dapat dicapai dengan cara :
a)	mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem transportasi regional dan lokal;
b)	meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota;
c)	meningkatkan pelayanan moda transportasi untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota secara terintegrasi; dan
d)	mengembangkan sarana perekonomian untuk mendukung pengembangan pusat pelayanan Agrobisnis.
Oleh karena itu akan terciptanya Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, studi kasus di Kecamatan Langensari dapat dicapai dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah Kota Banjar beserta segenap masyarakat Kota Banjar  sehingga terbentuk kepuasan masyarakat dan  dapat memberikan berbagai manfaat.

Kesimpulan dan Saran  
1.	Kesimpulan
Setelah diperoleh hasil penelitian dan pembahasan tentang Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus Kecamatan Langensari), selanjutnya dapat disimpulkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut sebagai berikut :
1.	Suatu  kebijakan semakin sering di-komunikasikan, suatu kebijakan akan semakin mudah untuk diimplementasikan dengan catatan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan norma dan kehendak dari berbagai lapisan masyarakat.  Demikian pula meng-komunikasikan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota Banjar (Kasus di Kecamatan Langensari) dilakukan melalui sosialisasi dan forum-forum konunikasi lainnya.
2.	Pemerintah Kota Banjar sudah memiliki produk hukum yang berkaitan dengan penataan ruang, yaitu dengan terbitnya Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar (RTRW) Kota Banjar Tahun 2013- 2033 yang dijadikan dasar bagi implementasi kebijakan penataan ruang di Kota Banjar.
3.	Faktor pendukung dan Penghambat Optimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar, antara lain :
a.	Faktor pendukungnya  berupa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Banjar tentang arahan dalam pengaturan tata ruang wilayah, sosialisasi, adanya koordinasi antara OPD yang berkaitan dengan kebijakan penataan ruang. 
b.	Faktor penghambatnya berupa adanya  Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Langensari, Kawasan Rawan Sanitasi, dan dinamisasi Masyarakat dalam kelembagaan.

2.	Saran
Setelah disimpulkan hasil penelitian ini, selanjutnya disampaikan saran-saran kepada obyek penelitian sebagai kontribusi hasil penelitian untuk mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Penataan Ruang di Kota Banjar (Studi Kasus Kecamatan Langensari). Saran-saran tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut :
1.	Saran bagi Pengembangan Ilmu
a.	Mengingat ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang semakin cepat, penggunaan perangkat dalam memonitor dan evaluasi kebijakan penataan ruang dalam dilakukan lebih praktis dan dinamis dengan bantuan teknologi system.
b.	Bagi pengembangan akademik dan peningkatan ilmu pengetahuan, sebaiknya dilakukan penelitian lebih lanjut bagi peningkatan ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan Optimalisasi Implementasi Kebijakan dalam konteks lokus dan masalah yang berbeda, terutama faktor-faktor lain yang berpengaruh di luar faktor yang dibahas dalam penelitian ini.
c.	Penelitian yang dilakukan ini menggunakan teori yang masih cukup relevan dan aktual, oleh karena itu disarankan kepada peneliti lain untuk menguji kembali hasil penelitian ini serta dapat mengembangkan konsep-konsep yang berhubungan dengan opotimalisasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang.

2.	Saran bagi  Kegunaan Praktis
a.	Sehubungan Implementasi Kebijakan Penataan Ruang secara empiris telah memberikan dampak atau pengaruh yang besar terhadap Pembangunan di  Kota Banjar, maka dalam rangka Mengoptimalkan lagiu Implementasi Kebijakan, peneliti menyarankan agar Kebijakan Penataan ruang ini mendapat perhatian, khususnya ditinjau dari dimensi komunikasi, Sumberdaya, Sikap atau disposisi dan struktur birokrsi agar implementasi kebijakan penataan ruang ini dapat meningkat.
b.	Agar Implementasi Kebijakan Penataan Ruang  dapat berjalan secara optimal diupayakan agar pimpinan melakukan evaluasi secara rutin terhadap kebijakan berkaitan dengan penataan ruang.

3.	Saran bagi Kebijakan
a.	Diharapkan adanya sinergitas yang baik antar implementor dalam implementasi kebijakan tata ruang wilayah ini. Karena kerjasama antara pemerintah daerah masih sering terjadi misscomunication. 
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